
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Mengingat

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun

Anggaran 2020 dan Penjabarannya telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 19IPMK.07 12020 tentang Penyaluran
dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Penggunaan Dana

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk
kegiatan pencegahan dan 1 atau penanganan COVID-19;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020.

PERATURANBUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
NOMOR2~TAHUN2020

TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR68 TAHUN2019

TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4574);

,



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);



8eberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor68), diubah sebagai berikut:

Pasal I

Menetapkan : PERATURANBUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR68 TAHUN2019
TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2020.

MEMUTUSKAN:

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

19.PMK.07/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyaluran

dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan

Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; (Lembaran

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016

Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor

10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor

7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lemabaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang!lir Nomor 7).



2. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran

berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

0,00Rp.

Rp. 101.700.000.000,00
Rp. 244.500.000.000.00
(Rp. 142.800.000.000,00)

Rp. 12.420.320.000,00
Rp. 505.909.670.599,10
Rp. 392.962.200.779,00
Rp. 911.292.191.378,10

Rp.1.421.336.575.387,94

Rp. 142.800.000.000,00

Sisa LebihPembiayaan
Tahun Berkenaan

b. Belanja Langsung
1.Belanja Pegawai
2. Belanja Barangdan Jasa
3. Belanja Modal
Jumlah 8elanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Daerah
b. Pengeluaran Daerah
Jumlah Pembiayaan Netto

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 510.044.384.009,84

Rp. 147.372.851.900,00
Rp. 700.000.000.00

Rp. 245.280.352.109,84
Rp. 21.000.000.000,00
Rp. 94.691.180.000,00
Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 279.217.556.419.94
Rp.1.564.136.575.387,94

Rp. 114.458.106.968,00
Rp.1.170.460.912.000,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1.Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/Kabupaten,
Pemerintah Desa;

6. Belanja Tidak Terduga

1. Pendapatan
a. Pendapatan AsHDaerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-LainPendapatan Daerah
YangSah

Jumlah Pendapatan

Pasal I

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai

berikut:



BERITA DAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR TAHUN 2019
NOMOR ~5

SYAHRON NAZIL

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal. cs MA~ 2020

SEKRETARIS DAERAH4 KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR,

J1J

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, '8 MC1rQt 2020
BUPATI PENU~ ABABLEMATANG1LIRi

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

Pasal II


